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BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 436 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN PENDAMPING DESA ANTIKORUPSI

Menimbang

Mengingat

1.

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

bahwa untuk mewujudkan Desa Guwosari sebagai Desa
Antikorupsi, perlu pendampingan dari Pemerintah Daerah
Kabupaten Bantul;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang
Pembentukan Tim Penilai dan Pendamping Desa
Antikorupsi Pemerintah Kabupaten Bantul,
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6409);
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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6914);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang
Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 7059);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6321);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI
DAN PENDAMPING DESA ANTIKORUPSI PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Membentuk Tim Penilai dan Pendamping Desa Antikorupsi
Pemerintah Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melaksanakan penilaian kelengkapan dalam tahapan
pemberdayaan Desa Antikorupsi meliputi Penataan
Tatalaksana, Penguatan Pengawasan, Penguatan Kualitas
Pelayanan Publik, Penguatan Partisipasi Masyarakat, dan
Kearifan Lokal;

b. melaksanakan pendampingan terhadap desa yang
diproyeksikan sebagai Desa Antikorupsi;

c. memberikan saran dan arahan dalam pelaksanaan

Kegiatan Desa Antikorupsi di Kabupaten Bantul; dan

d. melaksanakan monitoring terhadap kelengkapan
portofolio;
KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 22 Agustus 2024
BUPATI BANTUL,
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an>r ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;

2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten
Bantul;

3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
dan

4. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 436 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI

DAN

ANTIKORUPSI
KABUPATEN BANTUL.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

PENDAMPING DESA

PEMERINTAH

NO. JABATAN JABATAN DALAM DINAS NAMA
DALAM TIM
1 2 3 4
1. | Ketual Inspektur Daerah  Kabupaten
Bantul
2. | Ketua Il Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Kalurahan
Kabupaten Bantul
3. | Sekretaris Sekretaris Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Kalurahan
Kabupaten Bantul
4. | Anggota 1. Auditor Madya Inspektorat | Sri Wahyuningsih, S.STP.

Daerah Kabupaten Bantul

2. Auditor Madya Inspektorat
Daerah Kabupaten Bantul

3. Kepala Bidang Pemerintahan
Kalurahan Dinas
Pemberdayaan Masyarakat
dan Kalurahan Kabupaten
Bantul

4. Analis Kebijakan Ahli Muda
Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Kalurahan
Kabupaten Bantul

S. Analis Berita Dinas
Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Bantul

6. Pengelola Media Sosial dan
Aduan  Masyarakat  Dinas
Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Bantul

Herly Nurwisjamta, S.IP.,

M. Si.

Demoris Indriani Ratih, S.E.

Elsha Desiana Putri,
S.Tr.I.Kom.
Galih Amindyah Dwita

Pramesthi, S.Pd.

BUPATI BANTUL,
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ABDUL HALIM MUSLIH




